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Dumai, 12 Februari 2024 
Kepala Pelaksana, 

IRAWANSUKMA,AP, M.Si 

KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kita serahkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan 

rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga dapat 

menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2025. 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

merupakan salahsatu bukti keseriusan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan 

yang berbasis kinerja dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, yang 

nantinya Rencana Kerja ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 

Anggaran 2025 dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana guna 

meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. 

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Oleh karenaitu 

kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun daripara 

pengguna (stakeholders) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

Tahun 2025 ini sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai upaya 

kami untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik 

(goodgovernance). 

Demikian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Pembina Tk.I 
NIP.197508161996031004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan 

menyusun Rencana Kerja (Renja).  

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2025 adalah 

dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun yaitu tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melakukan 

koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan 

Renja PD tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan 

awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 

Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.  

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai  adalah penjabaran dari Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta 

mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021- 2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 

2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan 

Teknokratik RPJMN Tahun 2025- 2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 

berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran 

pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan 

Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan 

tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. Renja PD merupakan 

acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan 

dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025; 2. Renja PD merupakan 

salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian 

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.
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1 

SEKDH perihal penyampaian rancangan 
awal RKPD sebagai bahan penyusunan 
rancangan Renja BPBD Kota Dumai 

Hasil evaluasi 
capaian 
Renstra 

Hasil evaluasi 
pelaksana 
Renja 

Persiapan 
Penyusunan Renja 

Usulan 
program dan 
kegiatan dari 
masyarakat 

Perumusan 
program dan 

kegiatan,indikator 

kinerja,dana 
indikatif 

Isu-isu penting 
penyelenggaraan 
tugas dan fungsi 

Analisis 
Gambaran 
Pelayanan 

Perumusan 
tujuan 

Perumusan 
tujuan 

Pengelolaan 
data dan 
informasi 

Telaahan 
Rancangan 
Awal RKPD 
Kota Dumai 

Per KDH 
RKPD Kota 
Dumai 

Rancangan Renja 
BPBDKotaDumai 

RENJA-BPBD Kota 
Dumai 

Musrembang 
Kecamatan 

 

Pembahasan Renja 
BPBD Kota Dumai 

Penyempurnaan 
Rancangan Renja 
BPBD Kota Dumai 

Pengesahan Renja 
BPBD 

Penyesuaian Rancangan 

Renja BPBD Kota 
Dumai 

Penyusunan 
Rancangan RKPD 

Penyusunan 
Rancangan 

RKPD 

Penyesuaian Rancangan 

Renja BPBD Kota 
Dumai 

Musrembang 
RKPD 

Sinkronisasi 
Kebijakan nasional 

dan Provinsi 

Perumusan 
Rencana akhir 

RKPD 

Selanjutnya rencana kerja (Renja) menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan 

mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Dumai yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai dalam Penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan pada Renja. Berikut bagan alur proses penyusunan Renja 

Tahun 2025: 
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1.2 Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini menggunakan 

beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota 

Madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 

1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3829); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 

2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 

4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 

Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025; 

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 diubah menjadi : 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 

1 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat  Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan 

keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai  (Lembaran Daerah 

Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D); 

13. Tambahkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah 

Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah 

Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D); 

15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 

(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E); 

16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. 

17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai 

Tahun 2021 Nomor 33 Seri E); diubah menjadi : Peraturan Walikota Dumai 
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Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 

22 Seri E) 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai Tahun 

2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan 

maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 

2025.  

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Dumai tahun 2025 adalah: 

(a) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan 

target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan 

berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;  

(b) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis 

Badan/Dinas/Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025; 

(c) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan 

kegiatan selama tahun 2025. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan 

perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan 

dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat 

Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review 

terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Pada bab ini berisi tentang Telaah kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, 
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Program dan Kegiatan. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, 

dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai yang 

tertuang pada hasil cetak SIPD-RI. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik 

dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA DUMAI TAHUN 2023 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Dumai Tahun 2023 dan 

Capaian Renstra BPBD Kota Dumai 

 

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra OPD merupakan 

indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan 

kinerja OPD BPBD Kota Dumai. Selanjutnya dilakukan evaluasi 

pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BPBD Kota Dumai. 

Anggaran belanja BPBD Kota Dumai yang digunakan untuk program dan 

kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 12.591.035.840,-. Sementara itu, 

Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.514.950.559,-atau terserap sekitar 91,45 

%. Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun 2023 pada BPBD Kota Dumai. 
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T-C.29 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 
Kota Dumai 

 
                    Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/
SUB KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
(OUTCOMES)/ KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

TARGET 
KINERJA 
CAPAIAN 

PROGRAM 
(RENSTRA 

OPD) 
TAHUN 2025 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

DAN 
KELUARAN 

S/D DENGAN 
TAHUN 
(2022) 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 

LALU 2023 TARGET 
PROGAM DAN 

KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

(RENJA OPD 
TAHUN 2024 

PERKIRAAN REALISASI CAPIAN 
TARGET RENSTRA OPD S/D 

2024 

TARGET RENJA 
OPD 

TAHUN 2023 

REALISASI 
RENJA OPD 

TAHUN 2023 

TINGKAT 
REALISASI 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN S/D 

2024 

TINGKAT 
CAPAIAN 
REALISASI 
TARGET 

RENSTRA (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

 
1 

    URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

 

        

 
1 

 
5 

   BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
KOTA DUMAI 

 

        

1 05 01   

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

PERSENTASE PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT (BPBD) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 05 01 2.01  

Perencanaan, 
Pengangaran Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat 
daerah 

12 Dokumen  4 Dokumen 4 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 

1 05 01 2.01 01 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

3 
Dokumen 

    3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 

1 05 01 2.01 02 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA- SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

2 
Dokumen 

    2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 
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1 05 01 2.01 03 
Koordinasi  dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

2 
Dokumen 

   100% 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 

1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

2 Dokumen     

 
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 

1 05 01 2.01 06 

Kordinasi dan 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

3 Laporan  4 Laporan 4 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 

1 05 01 2.02  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen / Laporan administrasi 
keuangan perangkat daerah 

5 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 

1 05 01 2.02 01 Penyedian gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    
dan Tunjangan ASN 

50 Orang/ 

bulan 

32 Orang/ 
bulan 

40 Orang/ 

bulan 

40 Orang/ 

bulan 
100% 32 Orang/bulan 32 Orang/bulan 32 Orang/bulan 

1 05 01 2.02 05 

Kordinasi dan 
penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 

1 05 01 2.02 07 

Koordinasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran  SKPD 

2  Laporan     2  Laporan 2  Laporan 2  Laporan 

1 05 01 2.02 08 
Penyusunan pelaporan 
dan analisis prognosis 
realisaasi anggaran 

Jumlah    Dokumen    Pelaporan    dan    
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 01 2.03  
Administrasi     Barang     
Milik     Daerah     pada 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

6 Laporan  2 Laporan 2 Laporan 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 

1 05 01 2.03 01 

Penyusunan   
Perencanaan   
Kebutuhan   Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah    Dokumen Rencana    Kebutuhan    
Barang    Milik Daerah SKPD 

2 Laporan     2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 

1 05 01 2.03 05 

Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

2 Laporan     2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 

1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah  Laporan  Penatausahaan  Barang  
Milik Daerah pada SKPD 

2 Laporan  2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 



1
0
 

 

1 05 01 2.05  
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah pegawai yang mendapatkan 
Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan 
teknis 

18 orang  10 orang 10 orang 100% 18 Orang 18 Orang 18 Orang 

1 05 01 2.05 01 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin 
Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

2 Unit     20 Unit 20 Unit 20 Unit 

1 05 01 2.05 02 
Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  Atribut 
Kelengkapan 

45 Paket  2 Paket 2 Paket 100% 40 Paket 40 Paket 40 Paket 

1 05 01 2.05 09 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

10 orang  
10 orang 10 orang 100% 10 orang 10 orang 10 orang 

1 05 01 2.05 11 
Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan 

8 Orang     8 Orang 8 Orang 8 Orang 

1 05 01 2.06  Adminsitrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

4 Dokumen 2  Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 

1 05 01 2.06 01 

Penyedian Komponen 
instalasi listrik / 
penerangan bangunan 
kantor 

Jumlah Paket Komponen  Instalasi Listrik / 
Penerangan  Bangunan Kantor  yang 
Disediakan 

1 Paket  1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 

1 05 01 2.06 02 Penyedian peralatan dan  
perlengkapan kantor 

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 

1 05 01 2.06 04 Penyedian bahan logistik 
kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket  1 Paket 1 Paket 1 Paket 

1 05 01 2.06 05 Penyedian barang 
cetakan dan pengandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 

1 05 01 2.06 06 
Penyedian bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang-undagan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 01 2.06 07 Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket     1 Paket 1 Paket 1 Paket 

1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan     1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 01 2.06 09 Penyelengaraan rapat 
dan kordinasi SKPD 

Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

1 Dokumen  1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 



1
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1 05 01 2.07  

Pengadaan Barang Milk 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Unit Pengadaan   Barang   Milik   
Daerah   Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

23 Unit 9 Unit 52 Unit 52 Unit 100% 22 Unit 22 Unit 22 Unit 

1 05 01 2.07 01 
Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

 4 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

1 05 01 2.07 02 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Disediakan 

 4 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 0 0 0 

1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1  Unit     1  Unit 1  Unit 1  Unit 

1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

2 Unit    
 

 
2 Unit 2 Unit 2 Unit 

1 05 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap 
Lainnya 

Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 
Disediakan 

 1 Unit       

1 05 01 2.07 09 
Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

5 Unit     6 Unit 6 Unit 6 Unit 

1 05 01 2.07 10 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

15 Unit  44 Unit 44 Unit 100% 12 Unit 12 Unit 12 Unit 

1 05 01 2.08  
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 

1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah     Laporan     Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat 

1 Laporan 1 Laporan    1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 01 2.08 02 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 01 2.08 03 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 01 
2.08 

05 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 
100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 01 
2.09 

 

Pemeliharaan Barang 
Milk Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Unit Pemeliharaan  Barang  Milik  
Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

101 Unit 150 Unit 156 Unit 146 Unit 
100% 151 Unit 151 Unit 151 Unit 



1
2
 

 

1 05 01 
2.09 

02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

50 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 
100% 100 Unit 100 Unit 100 Unit 

1 05 01 
2.09 

06 Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   Lainnya   
yang Dipelihara 

50 Unit 50 Unit 50 Unit 40 Unit 
80% 50 Unit 50 Unit 50 Unit 

1 05 01 
2.09 

09 
Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit  5 Unit 5 Unit 
100% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

1 05 01 
2.09 

10 

Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

  1 Unit 1 Unit 

 

 
100% 

0 0 0 

1 05 03 
 

 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana 

100% 78,21% 78,21% 78,21% 
 

100% 
100% 100% 100% 

1 05 03 
2.01 

 
Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen pelayanan informasi rawan 
bencana Kabupaten/Kota- 

  1 Dokumen 1 Dokumen 
100% 0 0 0 

Jumlah warga negara  termasuk kelompok 
rentan di kawasan  rawan bencana yang 
mendapatkan Pelayanan  Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota 

     5000 orang 5000 orang 5000 orang 

1 05 03 
2.01 

03 Penyusunan kajian risiko 
bencana kabupaten/kota 

Jumlah  Dokumen  Kajian  Risiko  Bencana  
yang Dilegalisasi 

  1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0 

1 05 03 
2.01 

04 

Sosialiasai, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota Per 
Jenis Bencana 

Jumlah warga negara termasuk kelompok 
rentan di Kawasan rawan bencana bencana 
Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, 
komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis 
ancaman bencana yang ada di kawasan 
tempat tinggalnya selama 1 (satu) 
tahun 

5000 Orang    
 5000 orang 5000 orang 5000 orang 

1 05 03 
2.02 

 
Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Dokumen pelayanan Pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana 

4 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 
100% 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 

1 05 03 
2.02 

06 

Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan  yang  Ditingkatkan 
Kapasitasnya dalam Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

4 Kawasan    

 

 
 

3 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan 



1
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1 05 03 
2.02 

08 

Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah    Personil    TRC    yang    
Dikembangkan Kapasitas Teknis dan 
Manajerialnya 

12 Orang  17 Orang 17 Orang 100% 5 Orang 5 Orang 5 Orang 

1 05 03 
2.02 

09 Penyusunan Rencana 
Kontijensi 

Jumlah   Dokumen   Rencana   Kontinjensi   
yang Dilegalisasi 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
2.02 

10 Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah   Aparatur   dan   Warga   Negara   yang 
Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 

800 Orang     800 800 800 

1 05 03 
2.02 

11 
Penyusunan Rencana          
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 

Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota 
sampai dengan dinyatakan sah/legal 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
2.02 

12 Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana Alam 

Jumlah   Keluarga   yang   Mengikuti   Pelatihan 
Keluarga Tanggap Bencana Alam 

75 Keluarga  30 Keluarga 30 Keluarga 100% 50 Keluarga 50 Keluarga 50 Keluarga 

1 05 03 
2.02 

13 
Pengelolaan Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah 
risiko bencana (per jenis ancaman bencana 
prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 

4 Kegiatan     2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 

1 05 03 
2.02 

14 

Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan 
Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
2.02 

15 

Penyedian Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi 
Individu Warga Negara, Keluarga, maupun 
Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana 
di kawasan tempat tinggalnya 

50 Unit     50 Unit 50 Unit 50 Unit 

1 05 03 
2.02 

16 
Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah warga negara termasuk kelompok 
rentan di kawasan rawan bencana 
Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi bencana 

18 Kawasan     11 Kawasan 11 Kawasan 11 Kawasan 

1 05 03 
2.02 

17 

Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan layanan pusat pengendalian 
operasi (pusdalops) dengan Maklumat 
Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan 
jenis ancaman bencana yang ada di kawasan 
tempat tinggalnya 

2 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 

1 05 03 
2.03 

 

Pelayanan 
Penyelamatan Dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Jumlah Dokumen pelayanan penyelamatan 
dan evakuasi korban bencana 

5 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 

1 05 03 
2.03 

01 
 Respon Cepat Kejadian 
Luar Biasa Penyakit / 
Wabah Zoonosis Prioritas   

 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat 
Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas  

1 Laporan     1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 
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1 05 03 
2.03 

02 Respon cepat darurat 
bencana kabupaten/kota 

Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen 
Laporan Kaji Cepat 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
2.03 

03 

Pencarian, Pertolongan   
dan Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian 
Bencana 

50 Orang     50 Orang 50 Orang 50 Orang 

1 05 03 
203 

07 

Penyusunan Rencana 
Operasi Kedaruratan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah dokumen rencana operasi yang 
sah/legal 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
2.03 

08 

Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 
dalam Penanganan 
keadaan Darurat 
Kabupaten/ Kota  

Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota 
dan lintas perangkat daerah yang memiliki 
kemampuan penanganan keadaan darurat 
dalam aspek manajerial dan teknis 

20 Orang     20 Orang 20 Orang 20 Orang 

1 05 03 
2.03 

09 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 
Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 

20 Orang     20 Orang 20 Orang 20 Orang 

1 05 03 
2.03 

10 
Respon Cepat Bencana 
Non Alam 
Epidemi/Wabah Penyakit 

Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen 
Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi 
Terpadu 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
2.03 

11 
Aktivasi Sistem  
Komando  Penanganan 
Darurat Bencana 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem 
Komando Penanganan Darurat Bencana 
Kanupaten/Kota 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 03 
20.4 

 
Penaataan sistem dasar 
penanggulangan 
bencana 

Jumlah Dokumen penaatan sistem dasar 
penanggulangan bencana 

10 Dokumen  
1 

Dokumen 
1 

Dokumen 
100% 9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 

1 05 03 
20.4 

01 

Penyusunan  Regulasi  
Penanggulangan  
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah      Dokumen      Regulasi      Pendukung 
Penyelenggaraan   Penanggulangan   Bencana   
di Daerah 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
20.4 

02 
Penguatan Kelembagaan 
Bencana  Kabupaten/ 
Kota  

Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan 
Bencana Daerah 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
20.4 

03 

Kerja Sama antar 
Lembaga dan Kemitraan 
dalam Penanggulangan 
Bencana 

Jumlah  Dokumen  Kerja  Sama  antar  
Lembaga dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 
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Kabupaten/Kota 

1 05 03 
20.4 

04 
Pengelolaan dan  
Pemanfaatan Sistem  
Informasi Kebencanaan 

Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang 
tersedia 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
20.4 

05 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Penanggulang an 
Bencana 

Jumlah  Laporan  Hasil  Binwas  
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

1 Laporan     1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

1 05 03 
20.4 

07 

Peningkatan Kapasitas 
SDM Aparatur 
Penanggulangan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah SDM aparatur penanggulangan 
bencana yang memiliki kompetensi 

4 Orang     4 Orang 4 Orang 4 Orang 

1 05 03 
20.4 

08 
Bimbingan Teknis Pasca 
Bencana Kabupaten / 
Kota  

Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 
memiliki kemampuan teknis dalam menyusun 
dokumen Pengkajian Kebutuhan 
Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P) 

26 Orang     26 Orang 26 Orang 26 Orang 

1 05 03 
20.4 

09 

Penyusunan Rencana 
Aksi Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM) Sub Urusan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

1 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 05 03 
20.4 

10 
Koordinasi Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana 
di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana 
(R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 

2 Kegiatan 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 

1 05 03 
20.4 

11 

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dan Dunia 
Usaha dalam 
Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/ Kota  

Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan 
dunia usaha dalam penanganan pascabencana 
Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non 
pemerintah antara lain : lembaga filantropi, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi 
keagamaan, organisasi relawan, perguruan 
tinggi, media massa dan dunia usaha yang 
telah terdaftar dan legal 

4 Lembaga     4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 
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1 05 03 
20.4 

12 

Fasilitasi Pengumpulan 
Data Penduduk di 
Daerah Rawan Bencana 
Lintas Kab/Kota 

Jumlah data penduduk terpilah di daerah 
rawan bencana 

2 Laporan     2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 

1 05 03 
20.4 

13 

Penyusunan Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA)/ Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) Kab/ 
Kota 

Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana dan Rencana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah 
dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 

2 Dokumen     1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 5 4 
 

 

PROGRAM 
PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 

Persentase Pencegahan, Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

0 0% 85% 85% 100% 85% 85% 85% 

1 5 4 
201 

  

Pencegahaan 
Pengendalian 
Pemadaman 
Peneyelamanatan Dan 
Penaganan  Bahan 
Berbahaya Dan Beracun 
Kebakaran Dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Pencegahaan Pengendalian 
Pemadaman Peneyelamanatan Dan 
Penaganan  Bahan Berbahaya Dan Beracun 
Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

  1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 

1 5 4 
201 

2 

Pemadaman dan 
pengendalian kebakaran 
dalam daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman 
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

  1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

1 5 4 
201 

6 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencegahan, 
Penanggulang an 
Kebakaran dan Alat 
Pelindung Diri 

Jumlah Sarana  dan Prasarana   Untuk 
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal 
Sesuai Standar Teknis Terkait 

 25 Unit 2 unit 2 unit 100% 25 Unit 25 Unit 25 Unit 

1 5 4 
201 

10 
Pelatihan Keluarga   
Tanggap   Bencana   
Rumah Tangga 

Jumlah   Keluarga   yang   Mengikuti   Pelatihan   
40 Keluarga 

 
40 Keluarga 

 
 0 0 0 
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Berdasarkan Tabel T.C 29 dapat dilihat bahwa sebagian besar sub kegiatan sudah 

terlaksana di tahun 2023. Namun masih ada sub kegiatan yang dalam pelaksanaannya 

belum memenuhi target pada akhir periode tahun 2023. Berikut ini disajikan uraian 

program/kegiatan yang telah memenuhi dan tidak memenuhi target kinerja/keluaran 

yang direncanakan.  

 
Tabel 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan 
 

Program/Kegiatan Faktor Penyebab 
Implikasi Terhadap 

Capaian Renstra 

Kebijakan/tindakan 

perencanaan dan 

penganggaran yang 

perlu diambil 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan peralatan 

dan mesin Lainya 

Tidak adanya usulan 

perbaikan dari bidang 

dan bertepatan dengan 

tidak terjadinya 

kebakaran lahan dan 

hutan di akhit tahun 2023  

Tidak terlalu berpengaruh 

karena pemeliharaan 

terdiri dari beberapa 

pemeliharaan. 

Tetap harus 

menyediakan biaya 

pemeliharaan 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan  

 

Tabel 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan 

 

Program/Kegiatan Faktor Penyebab 

Implikasi 
Terhadap 
Capaian 
Renstra 

Kebijakan/tindakan perencanaan 
dan penganggaran yang perlu 

diambil 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran  

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Penyusunan Pelaporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Administrasi kepegawaian perangkat daerah 

Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Pendidikan dan pelatihan 
pegawai berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 
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Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Penatausahaan arsip 
dinamis pada SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Pengadaan sarana dan 
prasarana gedung kantor 
atau bangunan lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
bangunan lainnya 

Pemeliharaan/rehabilitasi 
sarana dan prasarana 
gedung kantor atau 
bangunan lainnya 

 

 

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota 

Penyusunan kajian resiko 
bencana kabupaten/kota 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

 

 

 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (per jenis 
bencana)  

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 

Penyusunan rencana 
penanggulangan bencana 
kabupaten/kota 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Pelatihan pencegahan dan 
mitigasi bencana 
kabupaten/kota 

Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan sarana 
Prasarana kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
Kabupaten/Kota 
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Penyediaan peralatan 
perlindungan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Pengelolaan resiko bencana 
kabupaten/kota 

Pengembangan kapasitas 
tim reaksi cepat (trc) 
bencana kabupaten kota 

Pelatihan keluarga tanggap 
bencana alam 

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Aktivasi Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana 

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana 

Penguatan kelembagaan 
bencana kabupaten/kota 

Dukungan 
anggaran 
terhadap target 
capaian indikator 
memadai 

Capaian 
indikator sudah 
sesuai dengan 
target yang telah 
ditetapkan   

Merancang dan menetapkan 
indikator kinerja dan pendanaannya 
dengan menyesuaikan regulasi dan 
kebutuhan dalam pencapaian target 
dan sasaran 

Penanganan pascabencana 
kabupaten/kota 

 

Beberapa hal yang menjadi catatan untuk pencapaian target tahun 

berikutnya yaitu : 

a. Bahwa program dan kegiatan urusan Penanggulangan Bencana yang 

bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) belum 

terealisasi sesuai target hal ini karena kegiatan kebencanaan bersipat 

situsional artinya kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan apabila ada 

kejadian kebencanaan seperti contoh kebakaran. Jika terdapat kejadian 

baru kegiatan ini dapat dilaksanakan; 

b. Bahwa BPBD saat ini belum ada penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana (RPB) yang akan menghasilkan suatu produk hukum 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam regulasi 

peraturan (PERDA) Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan Badan 

Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana 

meminimalisir kerugian, mengurangi risiko bencana, memberikan 

informasi rawan bencana dan pelayanan penanggulangan bencana baik 

bencana alam/non alam dengan memberikan pelatihan guna 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana menuju 

masyarakat Kota Dumai yang tangguh dalam menghadapi bencana; 

c. Belum terpisahnya Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dengan Sub 

Urusan Kebakaran dan Penyelamatan. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa urusan 

pemerintah bidang trantibum linmas sub urusan bencana perlu mendapat 



20 

Rancangan Awal Renja BPBD T.A 2025 
 

 

perhatian baik dalam segi program kegiatan dan penganggaran serta 

pemisahan Sub urusan Bencana Kabupaten/Kota denga Sub Urusan Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu dengan meningkatkan kelembagaan UPT. 

Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota 

Dumai menjadi  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta 

dukungan pendanaan  yang memadai sehingga pelayanan dan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan penyelenggaran Urusan 

Kebakaran dan Penyelamatan bisa terselenggara secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, efektif dan efisien serta tepat sasaran. 

 
 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Dumai 
 

Indikator Kinerja utama (IKU) terhadap pencapaian kinerja pelayanan 

SKPD tahun 2025 merupakan Komitmen Badan Penanggulangan Bencana 

dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan menyesuaikan 

perubahan Rentra 2021-2026 yang mana terjadi perubahan Indikator Kinerja 

Utama (IKK) yang disebabkan adanya pemisahan Sub Urusan Bencana 

Kabupaten/Kota dengan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan. Perubahan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai terjadi karena menyesuaikan dengan penilaian pusat terhadap daerah 

pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan 71 indikator 

permasalahan dan 284 indikator penilaian dalam Menentukan Indeks Ketahanan 

daerah, pada Indikator .  

 
Tabel 4. Rumus Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 
 

No 
Bidang Urusan/ 

Indikator 
Sasaran Rumus 

1. 
Indeks Ketahanan 
Daerah 

Meningkatnya 
kapasitas 
penanggulangan 
bencana daerah 

Perhitungan IKD berdasarkan 71 
indikator, dengan klasifikasi nilai : IKD ≤ 

0,4 = "RENDAH", 0,4 ≤ IKD ≤ 0,8 = 
"SEDANG", IKD ≥ 0,8 = "TINGGI" 

2. 

Cakupan Wilayah 
Layanan 
Penanganan 
Bencana 

Jumlah luasan 
wilayah 
penanganan 
bencana 

Luas Wilayah yang Terlayani  
X 100 % 

Luas Wilayah Rawan Bencana 

3. 
 

Presentase 
Peningkatan 
Kelurahan 
Tangguh Bencana  

Menurunnya 
Risiko Bencana 
dengan 
terbentuknya 
Kelurahan 
Tangguh Bencana  

Jumlah Desa/ Kelurahan 
Tangguh Bencana 

X 100 % 

Jumlah Desa Terdampak 
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Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai OPD pelaksana Urusan Pemerintahan 

Wajib Bidang Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota menggunakan 

rumus/formulasi sebagaimana tersaji pada Tabel 4. 

 



2
2
 

 
 

Tabel T-C.30 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Kota Dumai Kota Dumai 
 

 

 
No 

 

 
Indikator 

 
 

SPM/Standar 
Nasional 

 
 

IKK 

Target Renstra Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Dumai 

Realisasi 
Capaian 

 
Proyeksi 

Catatan 
Analisis 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1. 
Persentase 4 jenis bencana 
yang ditangani 

  
75% - - - 75% - - - - 

1.1 
Persentase penanggulangan 
dan penanganan bencana 

  
78,21% - - - 78,21% - 

- - 
- 

 
1.2 

Response Time Rate 
Kejadian Bencana 

   
100% 

 
- 

 
- 

 
- 100% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3 
Cakupan Wilayah 
Penanganan bencana 

  
56,42% - - - 56,42% - 

- - 
- 

2. 
Indeks Ketahanan Daerah 
(IKD) 

  
- 0,52% 0,62% 0,80% - - 0,62% 0,80% - 

2.1 
Cakupan Wilayah Layanan 
Penanganan Bencana 

  
- 100% 100% 100% - - 100% 100% - 

2.2 
Persentase Peningkatan 
Kelurahan Tangguh Bencana 

  
- 30,56% 61,11% 100% 

 
- 

 
- 

61,11% 100% 
 
- 
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Berdasarkan tabel indikator diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKK), sebelunya ketika Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai masih membawahi UPT. Pemadam 

Kebakaran menetapkan 4 indikator dan hanya indikator respontime kejadian bencana 

yang memiliki persentase target 100 %. Realisasi capaian pada indikator tersebut tercapai 

75 %, artinya 25 % belum tertangani karena kondisi luasan wilayah kota dumai yang luas. 

Hal ini kerena adanya jarak tempuh yang jauh untuk mengaakses keseluruhan daerah. Oleh 

sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana mengusulkan untuk membuat pos terpadu 

pengawasan kebakaran lahan dan hutan pelayanan pemadam kebakaran pemukiman 

berdasarkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai dengan wilayah administrasi 

kecamatan dibeberapa kecamatan agar target pelayanan respontime 15 menit dapat 

terealisasi 100 %. Stelah adanya pemisahan antara Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 

dengan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan dan berdirinya Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan, maka Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Dumai 

menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 

dengan target pada tahun 2025 adalah 0,62 %, yang kedua adalah Cakupan Wilayah 

Layanan Penanganan Bencana dengan target capaian pada tahun 2025 adalah 100 % , dan 

yang 3 (tiga) adalah Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana dengan target 

pada tahun 2025 adalah 61,11 %.  

 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai 
 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membantu walikota 

dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibum 

Linmas Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Terkait pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai  melakukan 

koordinasi dengan lintas, koordinasi dengan pihak provinsi dan pusat terkait 

program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 

Koordinasi menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, agar peran koordinasi 

antara daerah dan pusat terjalin dalam hal persamaan persepsi mengenai 

paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada saat ini. 

Guna melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai menyelenggarakan fungsi: 

a. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. Penetapan standarisasi serta penyelenggaraan dan penanggulangan 
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bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana; 

d. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota 

setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 

dalam kondisi darurat bencana; 

f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

g. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); serta 

h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup 

fungsinya. 

 
Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdampak terhadap 

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan daerah, 

pencapaian terhadap visi dan misi sebelumnya.  Isu-isu strategis berdasarkan 

tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaranan 

penanggulangan bencana di Kota Dumai, karena memiliki dampak yang signifikan bagi 

OPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah 

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

 Berdasarkan telaahan dan hasil analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka 

identifikasi terhadap isu-isu strategis dalam Penyelenggaraan Penanggulangan  bencana di 

Kota Dumai  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Tupoksi 
Perangkat 

Daerah 

Permasalahan/tingkat 
kinerja 

Peluang Dampak/Isu 
Penting 

Rekomendasi 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
mempunyai tugas 
membantu 
Walikota dalam 
penyusunan dan 
pelaksanaan 
kebijakan daerah 
dibidang 
penanggulangan 
bencana di daerah. 

Keterbatasan Personil 
Team Reaksi Cepat 
(TRC) dalam hal 
kuantitas, kualitas dan 
kelengkapan 
pendukung 
pelaksanakan 
penanggulangan 
bencana. 

Terbukanya 
peluang 
kerjasama dengan 
pihak-pihak yang 
mumpuni dalam 
pelaksanaan 
pelatihan TRC 

Belum optimalnya 
Penerapan Standar 
Pelayanan Dasar 
Sub Urusan Bencana 
sebagaimana 
diamanatkan oleh 
Permendagri Nomor 
101 Tahun 2018 
Tentang Standar 
Teknis Pelayanan 
Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal 
Sub Urusan Bencana 
Daerah 
Kabupaten/Kota; 
 

Merencanakan 
anggaran dan jenis 
pelatihan yang 
dinilai mampu 
mendukung 
kualitas personil 
TRC. Selain itu, 
rekrutmen dengan 
kriteria keahlian 
tertentu juga bisa 
diterapkan. 
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Belum memiliki , 
Rencana 
Penanggulangan 
Bencana dan Rencana 
kontijensi. 

 

Adanya konsep 
yang jelas dari 
hasil Kajian 
Risiko Bencana 
(KRB) akan 
menjadi Dasar 
Penyusunan 
Dokumen RPB 
yang menjadi 
acuan untuk 
pembuatan 
Peraturan Daerah 
penanggulangan 
Bencana dan 
pedoman 
penyusunan 
peraturan 
Walikota perjenis 
ancaman 
bencana, serta 
dasar 
penyusunan 
Rencana 
Kontijensi. 
 

Pelaksanaan 
penanggulangan 
bencana belum 
sistematis dan tidak 
disertai dengan 
peraturan yang sah 
dan legal. 

Menindaklanjutin 
hasil KRB dengan 
melakukan diskusi 
terkait palaksanaan 
penyusunan RPB 
dan dan Rencana 
Kontijensi 
  

Belum adanya  peran 
serta masyarakat dan 
dunia usaha dalam 
pelaksanaan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi sehingga 
penanganan bersifat 
parsial. 

Adanya aspek 
Pentahelix yang 
bisa dijadikan 
pondasi dalam 
memperluas 
perngaruh peran 
serta masyarakat 
dalam 
pelaksanaan 
penanggulangan 
bencana 

Lemahnya 
komitmen lapisan 
masyarakat dalam 
upaya 
penanggulangan 
bencana 
menyebabkan 
proses 
pelaksanaannya 
menjadi lamban.  

Mengadakan FGD 
dengan 
mengikutsertakan 
aspek forum 
pentahelix guna 
menghimpun peran 
serta masyarakat 
dalam pelaksanaan 
penanggulangan 
bencana 

 

Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan isu 

strategis yang ada saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Dumai telah meningkatkan Status kelembagaan yang semula berada pada 

klasifikasi B menjadi Badan dengan klasifikasi A, dengan jabatan kepala pada 

eselon IIB, dengan adanya peningkatan klasifikasi tersebut menuntut serta 

tanggujawab yang besar dalam pelayanan sub urusan trantibum linmas sub 

urusan bencana sedangkan  sub urusan kebakaran dan penyelamatan pada 

tahun 2024, dilakukan pemisahan urusan dengan berdirinya Dinas Pemadam 

Kebakaran yang semula merupakan UPT. Pemadam Kebakaran pada Badan 

Penanggulangan Bencana menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan. 
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2.4. Review Terhadap Rancangan  Awal RKPD 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 

disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kota Dumai. 

Penanggulangan bencana yang dibahas dalam kedua dokumen tersebut belum 

menggambarkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih 

mengedepankan pada pencegahan dan kesiapsiagaan mengingat dalam 

RPJMD Badan Penanggulangan bencana Daerah masuk ke dalam OPD yang 

mendukung misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola 

Kepemerintahan Daerah Yang Baik dengan meningkatkan reformasi Birokrasi 

dan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan strategi 

mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana dan 

mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana. dalam kebijakan 

peningktan kualitas pelayanan publik. hendaknya lebih mengedepankan 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan meningkatkan kapasitas 

masyarakat dan kapasitas kawasan rawan yang berada dikawasan rawan 

bencana. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen pemerintah Kota Dumai 

terkait penyelenggaraan penanggulangan dengan meningkatkan Kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bencana menuju masyarakat yang tangguh 

dalam menghadapi bencana. 

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan melibatkan 

Unsur Fentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu 

dengan melibatkan unsur Pemerintah, Masyarakat, Bidang Usaha, Unsur 

Akademisi dan Media, sehingga paradigma baru dalam kebencanaan yang 

memandang secara Holistik dari Fase bencana baik pada Fase Pra Bencana, 

Saat terjadi Bencana dan Pasca Bencana menjadi perhatian dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana.  

Pada awal perencanaan penganggaran tetap mengacu pada Renstra 

BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana pada tahun 2025 direncanakan 

pelaksanaan sebanyak 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga 

puluh lima) sub kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan 

permasalahan lingkungan yang dihadapi. Adapun kegiatan pada Rencana 

Kerja tahun 2025, yaitu : 
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Tabel T-C.31 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 

Kota Dumai 

 

                            Nama: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai 
 

 
 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan Penting Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

 
Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp) 

Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana 
(Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
 

 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 
Kota 

Dumai 
  8.095.909.800 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 
Kota 

Dumai 
  15.371.265.395  

 
1 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN  
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Dumai 

PERSENTASE 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN  
BIDANG KETENTRAMAN 
DAN  
KETERTIBAN UMUM 
SERTA  
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT (BPBD) 

100% 7.455.813.125 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN  
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Kota 
Dumai 

PERSENTASE 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN  
BIDANG KETENTRAMAN 
DAN  
KETERTIBAN UMUM 
SERTA  
PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT (BPBD) 

100% 9.892.865.395  

 
 

1.1 

Perencanaan, 
Pengangaran 
Dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah 
dokumen/laporan 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

12 
Dokumen 

71.300.000 

Perencanaan, 
Pengangaran Dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah 
dokumen/laporan 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

12 
Dokumen 

76.600.000  

 
1.1.1 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

3 Dokumen 18.000.000 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

3 Dokumen 19.800.000  

 
 

1.1.2 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA- SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

2 Dokumen 13.500.000 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA- SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

2 Dokumen 16.000.000  

1.1.3 Koordinasi  dan 
Penyusunan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 

2 Dokumen 12.200.000 
Koordinasi  dan 
Penyusunan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

2 Dokumen 11.200.000 
Pagu RKPD melebihi pagu 
Renstra 
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Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

1.1.4 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

2 Dokumen 9.800.000 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

2 Dokumen 9.800.000  

1.1.5 

Kordinasi dan 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3 Laporan 17.800.000 

Kordinasi dan 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3 Laporan 19.800.000 . 

1.2 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen / 
Laporan administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

5 Dokumen 3.089.314.245 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen / 
Laporan administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

5 
Dokumen 

3.657.900.000  

1.2.1 

Penyedian gaji dan 
tunjangan ASN 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

50 
Orang/bulan 

3.044.414.245 
Penyedian gaji dan 
tunjangan ASN 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

50 Orang/ 
bulan 

3.600.000.000 

Adanya kenaikan gaji dan 
tunjangan untuk beberapa 
pegawai dikarenakan 
kenaikan status BPBD dari 
grade B ke A 

1.2.2 
Kordinasi dan 
penyusunan laporan 
keuangan akhir 
tahun SKPD 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

2 Laporan 
 

15.400.000 

Kordinasi dan 
penyusunan laporan 
keuangan akhir 
tahun SKPD 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

2 Laporan 23.400.000 

 
Menyesuaikan dengan harga 
dan jumlah kebutuhan 
penyusunan leporah 
keuangan 

1.2.3 

Koordinasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran  SKPD 

2  Laporan 13.500.000 

Koordinasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran  SKPD 

2  Laporan 13.500.000  

1.2.4 Penyusunan 
pelaporan dan 
analisis prognosis 
realisaasi anggaran 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    Analisis 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

1 Dokumen 16.000.000 

Penyusunan 
pelaporan dan 
analisis prognosis 
realisaasi anggaran 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1 Dokumen 21.000.000 Perlu adanya penambahan 

1.3 
Administrasi     
Barang     Milik     
Daerah     pada 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah 
Dokumen/Laporan 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

6 Dokumen 40.800.000 

Administrasi     
Barang     Milik     
Daerah     pada 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah 
Dokumen/Laporan 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

6 
Dokumen 

37.000.000  
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1.3.1 Penyusunan   
Perencanaan   
Kebutuhan   Barang 
Milik Daerah SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Dokumen 
Rencana    Kebutuhan    
Barang    Milik Daerah 
SKPD 

2 Laporan 8.000.000 

Penyusunan   
Perencanaan   
Kebutuhan   Barang 
Milik Daerah SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Dokumen 
Rencana    Kebutuhan    
Barang    Milik Daerah 
SKPD 

2 Laporan 9.700.000  

1.3.2 
Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Laporan  
Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

2 Laporan 7.000.000 

Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Laporan  
Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

2 Laporan 7.500.000  

1.3.3 Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Laporan  
Penatausahaan  Barang  
Milik Daerah pada SKPD 

2 Laporan 25.800.000 
Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Laporan  
Penatausahaan  Barang  
Milik Daerah pada SKPD 

2 Laporan 19.800.000 
Pagu RKPD melebihi pagu 
Renstra. 

1.4 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

 Jumlah pegawai yang  
mendapatkan 
Pendidikan dan  
pelatihan serta 
bimbingan  teknis 

18 Orang 326.500.000 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

 Jumlah pegawai yang  
mendapatkan 
Pendidikan dan 
pelatihan serta 
bimbingan  teknis 

18 Orang 381.195.000  

1.4.1 Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

2 Unit 46.000.000 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

2 Unit 56.000.000  

1.4.2 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut 
Kelengkapan 

45 Paket 

75.000.000 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut 
Kelengkapan 

45 Paket 99.000.000 

Perlu adanya penambahan 
pagu pendanaan mengingat 
adanya penambahan personil 
tenaga lapangan 
kebencanaan 

1.4.3 Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Kota 
Dumai 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

10 orang 

 
87.400.000 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Kota 
Dumai 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

10 orang 89.935.000  

1.4.4 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan Hasil 
Pemulangan Pegawai 
yang Meninggal dalam 
Melaksanakan Tugas 

8 Orang 

 
 

118.100.000 
Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan Hasil 
Pemulangan Pegawai 
yang Meninggal dalam 
Melaksanakan Tugas 

8 Orang 136.260.000 

 
Perlu adanya penambahan 
dalam rangka peningkatan 
kapasitas ASN dan tenaga 
lapangan kebencanaan dalam 
rangka penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 
 

1.5 
Adminsitrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah 
Dokumen/Laporan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

4 Dokumen 706.850.000 
Adminsitrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah 
Dokumen/Laporan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

4 
Dokumen 

1.125.030.295  

1.5.1 
Penyedian 
Komponen instalasi 
listrik / penerangan 
bangunan kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket Komponen  
Instalasi Listrik / 
Penerangan  Bangunan 
Kantor  yang Disediakan 

1 Paket 28.350.000 

Penyedian 
Komponen instalasi 
listrik / penerangan 
bangunan kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket Komponen  
Instalasi Listrik / 
Penerangan  Bangunan 
Kantor  yang Disediakan 

1 Paket 72.000.000 

Perlu adanya penambahan 
dikarenakan adanya rencana 
penambahan bangunan 
PUSDALOP PB, Workshop 
dan gudang peralatan 
karhutla 
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1.5.2 
Penyedian peralatan 
dan  perlengkapan 
kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

1 Paket 67.500.000 
Penyedian peralatan 
dan  perlengkapan 
kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

1 Paket 154.670.295 

Perlu adanya penambahan 
dikarenakan untuk 
memenuhi kebutuhan tiga 
bidang dan sekretariat 

1.5.3 
Penyedian bahan 
logistik kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

1 Paket 110.000.000 
Penyedian bahan 
logistik kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

1 Paket 125.000.000  

1.5.4 
Penyedian barang 
cetakan dan 
pengandaan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 15.500.000 
Penyedian barang 
cetakan dan 
pengandaan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

1 Paket 28.000.000  

1.5.5 
Penyedian bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-undagan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

1 Dokumen 4.500.000              

Penyedian bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-undagan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

1 Dokumen 9.860.000  

1.5.6 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

1 Paket 18.000.000 
Penyediaan 
Bahan/Material 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

1 Paket 46.000.000 

Perlu adanya penambahan 
pagu untuk memenuhi 
kebutuhan kantor yang 
notabene belum dilengkapi 
dengan saran prasarana yang 
memadai 

1.5.7 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 Laporan 5.000.000 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 Laporan 5.000.000  

1.5.8 
Penyelengaraan 
rapat dan kordinasi 
SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1 Laporan 380.000.000 
Penyelengaraan 
rapat dan kordinasi 
SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

1 Laporan 485.000.000  

1.5.9 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

1 Dokumen 78.000.000 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

1 Dokumen 199.500.000 

Perlu adanya penambahan 
dalam penataan arsip dengan 
melengkapi kebutuhan yang 
sesuai baik dibidang maupun 
sekretariat. 

1.6 
Pengadaan Barang 
Milk Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Pengadaan   
Barang   Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

23 Unit 328.700.000 

Pengadaan Barang 
Milk Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Pengadaan   
Barang   Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

23 Unit 1.108.700.000  

1.6.1 Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

  

Pengadaan 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

    

1.6.2 Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

1 Unit 25.000.000 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

   
Pagu digeser ke sub kegiatan 
lain (tidak ada di pagu 
renstra) 

1.6.3 
Pengadaan Mebel 

Kota 
Dumai 

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

1  Unit 75.000.000 Pengadaan Mebel 
Kota 

Dumai 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

1  Unit 168.000.000  
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1.6.4 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

  
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit 14.000.000 
Perlu adanya penambahan 
pagu untuk kelengkapan 
mesin dan peralatan kantor 

1.6.5 
Pengadaan Aset 
Tetap Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang Disediakan 

  
Pengadaan Aset 
Tetap Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang Disediakan 

    

1.6.6 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

5 Unit 112.000.000 
Pengadaan Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

5 Unit 
               

800.000.000  

Perlu adanya penambahan 
untuk kebutuhan kebutuhan 
gedung PUSDALOPS, gedung 
parkiran, gudang logistik, 
lapangan apel, workshop 
TRC 

1.6.7 Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Unit   Sarana   
dan   Prasarana   Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

15 Unit 

 
 116.700.000 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Unit   Sarana   
dan   Prasarana   Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

15 Unit 126.700.000  

1.7 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 

2.056.658.880 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 2.326.630.100  

1.7.1 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Kota 
Dumai 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     Surat 
Menyurat 

1 Laporan 25.500.000 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Kota 
Dumai 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat 

1 Laporan 25.500.000  

1.7.2 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

1 Laporan 140.000.000 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

1 Laporan 171.802.100 
Perlu adanya penambahan 
untuk penambahan daya 
listrik kantor 

1.7.3 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan 194.860.000 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan 149.328.000 
 
Pagu RKPD melebihi pagu 
Renstra. 

1.7.4 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan 1.696.298.880 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan 1.980.000.000 

Perlu adanya penambahan 
dikarenakan adanya 
penambahan personil tenaga 
lapangan kebencanaan 

1.8 
Pemeliharaan 
Barang Milk Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Unit 
Pemeliharaan  Barang  
Milik  Daerah  
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

101 Unit 835.690.000 

Pemeliharaan 
Barang Milk Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Unit 
Pemeliharaan  Barang  
Milik  Daerah  
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

101 Unit 1.179.810.000  

1.8.1 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

50 Unit 595.200.000 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

50 Unit 833.570.000  
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1.8.2 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara 

50 Unit 120.490.000 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara 

50 Unit 125.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk pemeliharaan cctv dan 
radio 

1.8.3 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 
Kota 

Dumai 
 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 120.000.000 

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 221.240.000  

1.8.4 
Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Sarana  dan  
Prasarana  Gedung  
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

0  

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Sarana  dan  
Prasarana  Gedung  
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

0 0  

2 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

 
Kota 

Dumai 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana 

100% 640.096.675 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

 
Kota 

Dumai 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana 

100% 5.478.400.000  

2.1 

Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah warga negara  
termasuk 
kelompok rentan di 
Kawasan rawan 
bencana yang  
mendapatkan 
Pelayanan  Informasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

5000 orang 35.000.000 

Pelayanan 
Informasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah warga negara  
termasuk 
kelompok rentan di 
kawasan  rawan 
bencana yang 
mendapatkan 
Pelayanan  Informasi 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

5000 
orang 

256.700.000  

2.1.1 

Sosialiasai, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota Per 
Jenis Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok 
rentan di kawasan 
rawan bencana bencana 
Kabupaten/Kota yang 
memperoleh sosialisasi, 
komunikasi, informasi 
dan edukasi sesuai jenis 
ancaman 
bencana yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 (satu) 
tahun 

5000 Orang 35.000.000 

Sosialiasai, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota Per 
Jenis Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok 
rentan di kawasan 
rawan bencana bencana 
Kabupaten/Kota yang 
memperoleh sosialisasi, 
komunikasi, informasi 
dan edukasi sesuai jenis 
ancaman 
bencana yang ada di 
kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 
(satu) 
tahun 

5000 Orang 256.700.000 

Perlu adanya penambahan 
pagu untuk mendukung 
terlaksananya IKU BPBD 
dalam pelayanan minimal 
sub urusan bencana 

2.1.2 Penyusunan kajian 
risiko bencana 
kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Dokumen  Kajian  
Risiko  Bencana  yang 
Dilegalisasi 

0  
Penyusunan kajian 
risiko bencana 
kabupaten/kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Dokumen  Kajian  
Risiko  Bencana  yang 
Dilegalisasi 

0 0  

2.2 Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelayanan Pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

4 Dokumen 152.529.000 

Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelayanan Pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

4 
Dokumen 

1.561.000.000  
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2.2.1 
Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Kota 
Dumai 

Jumlah Kawasan  yang  
Ditingkatkan 
Kapasitasnya dalam 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

2 Kawasan  

Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Kawasan  yang  
Ditingkatkan 
Kapasitasnya dalam 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

2 Kawasan 200.000.000 

Perlu diadakan anggaran 
untuk peningkatan kapasitas 
kawasan dalam mendukung 
IKU 

2.2.2 Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah    Personil    TRC    
yang    Dikembangkan 
Kapasitas Teknis dan 
Manajerialnya 

12 Orang  

Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah    Personil    TRC    
yang    Dikembangkan 
Kapasitas Teknis dan 
Manajerialnya 

12 Orang 140.000.000 

Perlu diadakan anggaran 
untuk peningkatan kapasitas 
kawasan dalam mendukung 
IKU 

2.2.3 
Penyusunan Rencana 
Kontijensi 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Dokumen   
Rencana   Kontinjensi   
yang Dilegalisasi 

1 Dokumen  
Penyusunan Rencana 
Kontijensi 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Dokumen   
Rencana   Kontinjensi   
yang Dilegalisasi 

1 Dokumen 140.000.000 

Perlu diadakan anggaran 
untuk peningkatan kapasitas 
kawasan dalam mendukung 
IKU 

2.2.4 

Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Aparatur   dan   
Warga   Negara   yang 
Mengikuti Gladi 
Kesiapsiagaan 

800 Orang 35.000.000 
Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Aparatur   dan   
Warga   Negara   yang 
Mengikuti Gladi 
Kesiapsiagaan 

800 Orang 95.000.000 

Perlu adanya penambahan 
dalam rangka mengakomodir 
kebutuhan pelaksanaan apel 
kesiapsiagaan baik bencana 
karhutla maupun lainnya 

2.2.5 

Penyusunan Rencana          
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 
(RPKB) Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan sah/legal 

1 Dokumen  
Penyusunan Rencana          
Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen 
Rencana Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana 
(RPKB) Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan sah/legal 

1 Dokumen 96.000.000  

2.2.6 

Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 

Kota 
Dumai 

Jumlah   Keluarga   yang   
Mengikuti   Pelatihan 
Keluarga Tanggap 
Bencana Alam 

75 Keluarga 32.529.000 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah   Keluarga   yang   
Mengikuti   Pelatihan 
Keluarga Tanggap 
Bencana Alam 

75 Keluarga 185.000.000 

Perlu adanya penambahan 
pagu pendanaan untuk 
mendukung IKU BPB dalam 
rangka meningkatkan 
kapasitas masyarakat dalam 
menghadapi bencana 

2.2.7 

Pengelolaan Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian akar 
masalah risiko bencana 
(per jenis ancaman 
bencana prioritas) 
Kabupaten/Kota yang 
tertangani 

4 Kegiatan  
Pengelolaan Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian akar 
masalah risiko bencana 
(per jenis ancaman 
bencana prioritas) 
Kabupaten/Kota yang 
tertangani 

4 Kegiatan 160.000.000 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 

2.2.8 
Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen Rencana 
Penanggulangan Bencana 
(RPB) Kabupaten/Kota 
sampai dengan 
dinyatakan sah/legal 

  

Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen 
Rencana Penanggulangan 
Bencana (RPB) 
Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan 
sah/legal 

    

2.2.9 

Penyedian Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri bagi 
Individu Warga Negara, 
Keluarga, maupun 
Petugas sesuai dengan 
jenis ancaman bencana di 
kawasan tempat 

50 Unit  

Penyedian Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri bagi 
Individu Warga Negara, 
Keluarga, maupun 
Petugas sesuai dengan 
jenis ancaman bencana di 
kawasan tempat 

50 Unit 190.000.000 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 
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tinggalnya tinggalnya 

2.2.10 

Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan 
di kawasan rawan bencana 
Kabupaten/Kota yang 
mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 
bencana 

18 Kawasan 35.000.000 

Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok 
rentan di kawasan rawan 
bencana Kabupaten /Kota 
yang mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 
bencana 

18 Kawasan 256.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.2.11 
Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah laporan layanan 
pusat pengendalian 
operasi (pusdalops) 
dengan Maklumat 
Pelayanan yang sah dan 
legal sesuai dengan jenis 
ancaman bencana yang 
ada di kawasan tempat 
tinggalnya 

2 Laporan 50.000.000 

Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah laporan layanan 
pusat pengendalian 
operasi (pusdalops) 
dengan Maklumat 
Pelayanan yang sah dan 
legal sesuai dengan jenis 
ancaman bencana yang 
ada di kawasan tempat 
tinggalnya 

2 Laporan 99.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.3 
Pelayanan 
Penyelamatan Dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

5 Dokumen 285.000.000 

Pelayanan 
Penyelamatan Dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

5 
Dokumen 

1.937.200.000  

2.3.1 
Respon Cepat 
Kejadian Luar Biasa 
Penyakit / Wabah 
Zoonosis Prioritas   

 
Kota 

Dumai 

 Jumlah Laporan 
Koordinasi Respon Cepat 
Kejadian Luar Biasa 
Penyakit/Wabah Prioritas  

1 Laporan 12.000.000 

 Respon Cepat 
Kejadian Luar Biasa 
Penyakit / Wabah 
Zoonosis Prioritas   

 
Kota 

Dumai 

 Jumlah Laporan 
Koordinasi Respon Cepat 
Kejadian Luar Biasa 
Penyakit/Wabah 
Prioritas  

1 Laporan 
                 

68.000.000  
 

2.3.2 

Respon cepat darurat 
bencana 
kabupaten/kota 

 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling Lama 
1x24 Jam berdasarkan 
Hasil Dokumen Laporan 
Kaji Cepat 

1 Dokumen 45.000.000 
Respon cepat darurat 
bencana 
kabupaten/kota 

 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling Lama 
1x24 Jam berdasarkan 
Hasil Dokumen Laporan 
Kaji Cepat 

1 Dokumen 165.000.000  

2.3.3 
Pencarian, 
Pertolongan   dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan Dievakuasi 
Per Jenis Kejadian 
Bencana 

50 Orang 25.000.000 

Pencarian, 
Pertolongan   dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan Dievakuasi 
Per Jenis Kejadian 
Bencana 

50 Orang 243.500.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.3.4 Penyusunan Rencana 
Operasi Kedaruratan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen rencana 
operasi yang sah/legal 

1 Dokumen 35.600.000 

Penyusunan Rencana 
Operasi Kedaruratan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah dokumen rencana 
operasi yang sah/legal 

1 Dokumen 45.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 
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2.3.5 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur dalam 
Penanganan keadaan 
Darurat Kabupaten/ 
Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Aparatur SDM 
BPBD Kabupaten/Kota 
dan lintas perangkat 
daerah yang memiliki 
kemampuan penanganan 
keadaan darurat dalam 
aspek manajerial dan 
teknis 

20 Orang 45.000.000 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur dalam 
Penanganan keadaan 
Darurat Kabupaten/ 
Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Aparatur SDM 
BPBD Kabupaten/Kota 
dan lintas perangkat 
daerah yang memiliki 
kemampuan penanganan 
keadaan darurat dalam 
aspek manajerial dan 
teknis 

20 Orang 250.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.3.6 
Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

20 Orang 25.000.000 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

20 Orang 372.700.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.3.7 

Respon Cepat 
Bencana Non Alam 
Epidemi/Wabah 
Penyakit 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling Lama 
1x24 Jam berdasarkan 
Hasil Dokumen Laporan 
Investigasi KLB dan 
Epidemiologi Terpadu 

1 Dokumen 9.400.000 

Respon Cepat 
Bencana Non Alam 
Epidemi/Wabah 
Penyakit 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling Lama 
1x24 Jam berdasarkan 
Hasil Dokumen Laporan 
Investigasi KLB dan 
Epidemiologi Terpadu 

1 Dokumen 93.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.3.8 
Aktivasi Sistem  
Komando  
Penanganan Darurat 
Bencana 

 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana Kanupaten/Kota 

1 Laporan 88.000.000 

Aktivasi Sistem  
Komando  
Penanganan Darurat 
Bencana 

 
 

Kota 
Dumai 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana Kanupaten/Kota 

1 Laporan 700.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.4 Penaataan sistem 
dasar 
penanggulangan 
bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
penaatan sistem dasar 
penanggulangan 
bencana 

10 Dokumen 167.567.675 

Penaataan sistem 
dasar 
penanggulangan 
bencana 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen 
penaatan sistem dasar 
penanggulangan 
bencana 

10 
Dokumen 

1.723.500.000  

2.4.1 
Penyusunan  
Regulasi  
Penanggulangan  
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah      Dokumen      
Regulasi      Pendukung 
Penyelenggaraan   
Penanggulangan   
Bencana   di Daerah 

1 Dokumen 35.567.675 

Penyusunan  
Regulasi  
Penanggulangan  
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Dumai 

Jumlah      Dokumen      
Regulasi      Pendukung 
Penyelenggaraan   
Penanggulangan   
Bencana   di Daerah 

1 Dokumen 85.000.000 
 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.4.2 Penguatan 
Kelembagaan 
Bencana  Kabupaten/ 
Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen Tata 
Kelola Kelembagaan 
Bencana Daerah 

1 Dokumen  

Penguatan 
Kelembagaan 
Bencana  Kabupaten/ 
Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Dokumen Tata 
Kelola Kelembagaan 
Bencana Daerah 

1 Dokumen 120.000.000 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 

2.4.3 Kerja Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah  Dokumen  Kerja  
Sama  antar  Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

1 Dokumen  

Kerja Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah  Dokumen  Kerja  
Sama  antar  Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

1 Dokumen 68.000.000 

 
 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 
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2.4.4 Pengelolaan dan  
Pemanfaatan Sistem  
Informasi 
Kebencanaan 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Data dan 
Informasi Kebencanaan 
yang tersedia 

1 Dokumen  

Pengelolaan dan  
Pemanfaatan Sistem  
Informasi 
Kebencanaan 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Data dan 
Informasi Kebencanaan 
yang tersedia 

1 Dokumen 250.000.000 

 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 

2.4.5 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Penanggulang an 
Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Laporan  Hasil  
Binwas  Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 

1 Laporan  

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Penanggulang an 
Bencana 

Kota 
Dumai 

Jumlah  Laporan  Hasil  
Binwas  Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 

1 Laporan 71.500.000 

 
 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 

 
2.4.6 

Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Aparatur 
Penanggulangan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

 

Jumlah SDM aparatur 
penanggulangan bencana 
yang memiliki 
kompetensi 

4 Orang 35.000.000 

Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Aparatur 
Penanggulangan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota 

 

Jumlah SDM aparatur 
penanggulangan bencana 
yang memiliki 
kompetensi 

4 Orang 
                 

78.000.000  

 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.4.7 

Bimbingan Teknis 
Pasca Bencana 
Kabupaten / Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Aparatur BPBD 
Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat daerah 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki kemampuan 
teknis dalam menyusun 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

26 Orang  
Bimbingan Teknis 
Pasca Bencana 
Kabupaten / Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah Aparatur BPBD 
Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat daerah 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki kemampuan 
teknis dalam menyusun 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

26 Orang 
               

285.000.000  

 
 
 
 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 

2.4.8 
Penyusunan Rencana 
Aksi Penerapan 
Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Sub 
Urusan Bencana 
Kabupaten/ Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Rencana Aksi 
Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
Sub Urusan Bencana 
Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan 
sah/legal 

1 Dokumen  

Penyusunan Rencana 
Aksi Penerapan 
Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Sub 
Urusan Bencana 
Kabupaten/ Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Rencana Aksi 
Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
Sub Urusan Bencana 
Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan 
sah/legal 

1 Dokumen 95.000.000 

 
 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 

2.4.9 

Koordinasi 
Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/ Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah penyelesaian 
kegiatan pascabencana di 
semua sektor sesuai 
berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kabupaten/Kota yang 
dilegalkan 

2 Kegiatan 35.000.000 

Koordinasi 
Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/ Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah penyelesaian 
kegiatan pascabencana di 
semua sektor sesuai 
berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kabupaten/Kota yang 
dilegalkan 

2 Kegiatan 250.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 
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2.4.10 

Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dan 
Dunia Usaha dalam 
Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/ Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah keterlibatan 
kelompok masyarakat 
dan dunia usaha dalam 
penanganan 
pascabencana 
Kabupaten/Kota meliputi 
Lembaga non pemerintah 
antara lain : lembaga 
filantropi, lembaga 
swadaya masyarakat, 
organisasi 
kemasyarakatan, 
organisasi sosial, 
organisasi keagamaan, 
organisasi relawan, 
perguruan tinggi, media 
massa dan dunia usaha 
yang telah terdaftar dan 
legal 

4 Lembaga 30.000.000 

Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dan 
Dunia Usaha dalam 
Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/ Kota  

 
Kota 

Dumai 

Jumlah keterlibatan 
kelompok masyarakat 
dan dunia usaha dalam 
penanganan 
pascabencana 
Kabupaten/Kota meliputi 
Lembaga non pemerintah 
antara lain : lembaga 
filantropi, lembaga 
swadaya masyarakat, 
organisasi 
kemasyarakatan, 
organisasi sosial, 
organisasi keagamaan, 
organisasi relawan, 
perguruan tinggi, media 
massa dan dunia usaha 
yang telah terdaftar dan 
legal 

4 Lembaga 143.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.4.11 Fasilitasi 
Pengumpulan Data 
Penduduk di Daerah 
Rawan Bencana 
Lintas Kab/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah data penduduk 
terpilah di daerah rawan 
bencana 

2 Laporan 32.000.000 

Fasilitasi 
Pengumpulan Data 
Penduduk di Daerah 
Rawan Bencana 
Lintas Kab/Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah data penduduk 
terpilah di daerah rawan 
bencana 

2 Laporan 108.000.000 
Perlu adanya penambahan 
untuk mendukung IKU BPBD 

2.4.12 
Penyusunan Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA)/ 
Rencana Rehabilitasi 
dan Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/ Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana 
dan Rencana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota sampai dengan 
dinyatakan sah dan legal 
paling lama dalam 1 
(satu) tahun 

2 Dokumen  

Penyusunan Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA)/ 
Rencana Rehabilitasi 
dan Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/ Kota 

 
Kota 

Dumai 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana 
dan Rencana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota sampai dengan 
dinyatakan sah dan legal 
paling lama dalam 1 
(satu) tahun 

2 Dokumen 170.000.000 

 
 
 
Perlu diadakan pagu 
anggaran untuk mendukung 
IKU BPBD 
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Review Rancangan Akhir RKPD pada perencanaan dan Review Tabel T-C. 31 

diatas terhadap program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan BencanaDaerah 

Kota Dumai tahun 2025 direncanakan sebanyak 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) 

kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Adapunyang menjadi catatan dalam 

penganggaran kegiatan tahun 2024 adalah program dan kegiatan urusan 

Penanggulangan bencana belum memadai dimana pagu yang dianggarakan belum 

mengakomodir jika terjadi bencana, penanganan saat terjadi bencana baik bencana 

alam maupun nonalam. Perlu adanya kajian Risiko bencana untuk mengetahui jenis 

ancaman dan pemetaan terhadap ancaman sesuai dengan karakteristikwilayah 

sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai pedoman atau acuan 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas 

pengembangan personil/ASN serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

mengahadapi bencana seperti dengan melakukan patrol rutin, patroli terpadu, 

penyadartahuan masyarakat tentang informasi rawan bencana, edukasi dan 

sosialisasi dalam rangka pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir kerugian 

jika terjadi bencana. 

 
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 
Perencanaan Pembangunan daerah kota Dumai berasaskan lima prinsip yaitu 

perencanaan politik, perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, 

perencanaan top down, dan perencanaan bottom up. Musrenbang Kota Dumai tahun 

2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan top down dan 

perencanaan bottom up yang dimulai dari Tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan 

Tingkat Kota. 

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat pada BPBD Kota Dumai 

dilakukan saat Musrenbang tingkat kecamatan maupun kota, Dimana di dalam 

proses pengusulan kegiatan tersebut dapat disampaikan di Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD), namun untuk kegiatan baru dapat diproses setelah 

musrenbang dilaksanakan. 

Usulan yang disampaikan dalan forum Musrenbang menjadi penting dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD, yaitu terkait isu yang berkembang 

saat ini seperti kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknolagi, limbah B3 serta 

banjir dan angin puting beliung. Semua permasalahan bencana tersebut dapat 

diakomodir melalui program dan kegiatan penangguangan bencana yang bersinergi 

dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. 

Pada tabel TC. 32 dapat dilihat bahwa tabel yang disajikan merupakan 

perencanaan program dan kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat 

terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
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Tabel T-C.32 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 

Kota Dumai 
 
Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai 
 

No 
Program/Kegiatan/ 

Sub kegiatan 
Lokasi 

Indikator 

Kinerja 
Besaran/ 
Volume 

Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KOTA DUMAI 

 
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan 

dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan nasional dan mewujudkan visi presiden: Terwujudnya Indonesiayang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, serta Berlandaskan Gotong Royong. Hal ini 

berkaitan dengan misi BNPB yaitu: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi 

Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, yaitu bagaimana negara secara 

tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang peta rawan bencana, 

memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

menghadapi bencana, mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan pencegahan 

dan mitigasi bencana serta mengaktifkan Focusgroupdiscution (FGD) dalamrangka 

pengurangan Risiko bencana. 

Menjauhkan bencana dari masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya 

lentingmasyarakatuntukpulihkembali daridampakbencana. Ketangguhan sebagai 

budaya hidup harmonis diharapkan mampu mengantisipasi, mengadaptasi, 

memproteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya 

serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan 

bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana. Misi 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu: 

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya 

pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

Keduanya menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; 

2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan 

efisien; 

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan 

risiko bencana; 

4. Menyelenggarakan dukungan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana; 

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip 

goodgovernance. 
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Selain Visi dan Misi BNPB juga mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. 

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan. 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat. 

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap 

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 

bencana. 

5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan 

nasional dan internasional. 

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN. 

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD). 

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atas visi Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko 

bencana yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan 

masyarakat; 

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana; 

3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana; 

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan, tata kelola logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB; 

5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, 

transpan dan akuntabel. 

Sementara itu, sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah 

menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko 

tinggi. Indikator kinerja sasaran strategis meliputi: 

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana; 
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2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana; 

3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi 

daerah pasca bencana; 

4. Persentase daerah yang memiliki logistic dan peralatan penanggulangan 

bencana yang memadai; dan 

5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana. 

 
Penangulangan Bencana merupakan sebuah estafet yang perlu disinergikan 

antara pusatdan daerah, dalam hal ini provinsi juga mempunyai visi yaitu 

“Mengurangi Resiko Bencana dan Penanganan Darurat Bencana” dengan upaya 

pencapaian  tujuan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka 

pengurangan resiko bencana. 

2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan 

bencana. 

3. Meningkatkan upaya Rehabilitasidan Rekonstruksi Infrastruktur public pasca 

bencana. 

4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam efektifitas 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan 

bencana. 

Sedangkan misi yaitu: 

1. Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya 

pengurangan resiko bencana. 

2. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan 

profesional. 

3. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan 

rekonstruksi dampak bencana. 

4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

5. Terwujudnya Masyarakat dan dunia usaha yang peduli bencana. 

 
Prioritas nasional terhadap penanggulangan bencana adalah penguatan 

mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut harus tetap dijadikan prioritas 

sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, 

ketahanan bencana dan perubahan iklim. Beberapa jenis bencana yang seringterjadi 

di Indonesia adalah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat 

jenis bencana tersebut berhubungan erat dengan isu krisis iklim. Oleh karena itu, 

mitigasi bencana iklim juga sangat diperlukan. 

Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan 

bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntu
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penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin. Beberapa instrumen 

kebijakan digunakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih 

baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana 

(RIPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 

yang telah menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga 

tahun 2044. 

Hal-hal terkait penganggaran dan penanggulangan bencana merupakan 

wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Pemerintah 

pemerintah daerah juga memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai ukuran 

minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat dan perlu 

optimal dalam pelaksanaannya secara terpadu. 

Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat sertamerta membawa 

keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan 

belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus 

bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa 

dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Seluruh dedikasi waktu, tenaga, 

dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis- 

krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia diharapkan mampu 

menjadi sinergi lintas unsur pentahelix. Hal ini harus senantiasa dikembangkan agar 

terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat 

Indonesia. Arahan Presiden menitikberatkan pada pencegahan bencana, budaya 

kerja, kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan edukasi kepada 

masyarakat. Beberapa poin tersebut mendukung apa yang saat ini dan yang sudah 

lalu menjadi tantangan bagi BPBD. 

Badan Penangulangan bencana Daerah Kota Dumai sebagai salah satu 

stakeholder pemangku urusan kebencanaan menstimulan setiap usulan 

kebencanaan melalui program dan kegiatan pada tahun berjalan Dimana untuk 

tahun 2025 BPBD kota dumai merencanakan program yaitu program 

penanggulangan bencana. 

 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

 

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi 

pembangunan yang telah ditetapkan oleh Wakil Daerah Terpilih periode 2021-2026. 

Tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Misi dan 

Visi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian 

sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi. Dalam rangka mendukung 

pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2026 “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota 

Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu 
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(Dumai Kota Idaman)” sekaligus pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai 

Tahun 2021-2026 “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang 

Baik”, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”  maka sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sebagai urusan pemerintahan Wajib bidang Trantibum 

Linmas sub urusan bencana kabupaten/kota, dirumuskan Tujuan Badan 

Penanggulangan Bencana Kota Dumai yaitu “Meningkatkan Kualiatas 

Penanggulangan dan Penanganan Bencana” dengan sasaran “Meningkatnya 

Cakupan Pelayanan Bencana”. 

 

Tabel 6. 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

Satuan 

Target Kinerja 
Tujuan/Sasaran 

2025 

1. 

 
 

 
 
 

Meningkatkan 
Kualitas 

Penanggulangan  
dan Penanganan 

Bencana 
 
 

 Meningkatnya 
Cakupan 

Pelayanan 
Bencana 

 
 
 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah. 

% 0,62 

Cakupan 

Wilayah 

Layanan 

Penanganan 

Bencana 

% 100 

Persentase 

Peningkatan 

Kelurahan 

Tangguh 

Bencana 

% 61,11 

 
3.3. Program dan Kegiatan 

 
Pada dasarnya kegiatan BPBD Kota Dumai adalah sebagai perangkat daerah 

pendukung dalam Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang 

Baik. Pada tahun 2025 BPBD memiliki 2 (dua) program dalam pelaksananan 

tugasnya sebagai penunjang urusan pemerintah bidang Trantibum Linmas, yaitu 

Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota.  Total kegiatan yaitu sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 54 

(lima puluh empat) sub kegiatan. Adapun uraian kegiatan dan sub kegiatan pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2025 dapat dilihat 

dari table T-C 33 sebagai berikut : 
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Tabel T.C33 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 
Kota Dumai 

 
 

NO KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2026 

TARGET 
2025 

PAGU INDIKATIF 
(Rp) 

LOKASI 
SUMBER 

DANA 
TARGET 

PAGU INDIKATIF 
(Rp)  

1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16  

    
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

    15.371.265.395,00         15.182.172.000,00  

  1 

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

    15.371.265.395,00         15.182.172.000,00  

  1.05 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 
SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

    15.371.265.395,00         15.182.172.000,00  

1 1.05.01 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

PERSENTASE PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 
SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT (BPBD) 

100% 9.892.865.395,00       100% 9.716.672.000,00  

  1.05.01.2.01 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen/laporan 
perencanaan, penganggaran 
dan evaluasi kinerja perangkat 
daerah 

12 
dokumen/ 

76.600.000,00       
12   

dokumen 
76.600.000,00  

  1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  

      
Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

3 Dokumen 19.800.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  3 Dokumen 19.800.000,00  

  1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  

      

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

2 Dokumen 16.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Dokumen 16.000.000,00  
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  1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  

      

Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

2 Dokumen 11.200.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Dokumen 11.200.000,00  

  1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  

      

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

2 Dokumen 9.800.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Dokumen 9.800.000,00  

  1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

      

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

3 Laporan 19.800.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  3 Laporan 19.800.000,00  

  1.05.01.2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen / Laporan 
administrasi keuangan 
perangkat daerah 

5 dokumen 3.657.900.000,00       5 Dokumen 3.657.900.000,00  

  1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

      
Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

50 
Orang/bulan 

3.600.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  
41 

Orang/bulan 
3.600.000.000,00  

  1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  

      

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 Laporan 23.400.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Laporan 23.400.000,00  

  1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  

      

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulana 
n/Semesteran SKPD 

2 Laporan 13.500.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Laporan 13.500.000,00  

  1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  

      
Jumlah Dokumen Pelaporan 
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1 Dokumen 21.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 21.000.000,00  
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1.05.01.2.03 
Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen/Laporan 
Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

6 Dokumen 37.000.000,00       6   laporan 37.000.000,00  

  1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  

      
Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

2 Dokumen 9.700.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Dokumen 9.700.000,00  

  1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  

      

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

2 Dokumen 7.500.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Laporan 7.500.000,00  

  1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  

      
Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

2 Dokumen 19.800.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Laporan 19.800.000,00  

  1.05.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Pegawai yang 
Mendapatkan Pendidikan dan  
Pelatihan serta Bimbingan  
Teknis 

18 Orang 381.195.000,00       20 Orang 447.000.000,00  

  1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  

      
Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 
Pegawai 

2 Unit 56.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Unit 56.000.000,00  

  1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  

      
Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

45 Paket 99.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  50 Paket 112.000.000,00  

  1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

      

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

10 Orang 89.935.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  10 Orang 123.000.000,00  

  1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
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Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

8 Orang 136.260.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  10 Orang 156.000.000,00  

  1.05.01.2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen/Laporan 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

4 dokumen 1.125.030.295,00       4   dokumen 1.144.860.000,00  

  1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  

      

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 72.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Paket 72.000.000,00  

  1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

      
Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 154.670.295,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Paket 217.500.000,00  

  1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  

      
Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 125.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Paket 125.000.000,00  

  1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

      
Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

1 Paket 28.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Paket 28.000.000,00  

  1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  

      

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1 Dokumen 9.860.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 9.860.000,00  

  1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                  

      
Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan 

1 Paket 46.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Paket 46.000.000,00  

  1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu  
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Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 Laporan 5.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 5.000.000,00  

  1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

      

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1 Laporan 485.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 485.000.000,00  

  1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  

      
Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

1 Dokumen 199.500.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 156.500.000,00  

  1.05.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Unit Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

23 unit 1.108.700.000,00       22  Unit 813.700.000,00  

  1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  

      
Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan 

0 Unit   

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Unit 25.000.000,00  

  1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  

      
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

1 Unit 168.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Unit 168.000.000,00  

  1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   

      
Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit 14.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Unit  14.000.000,00  

  1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  

      
Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

6 Unit 800.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  3 Unit 450.000.000,00  

  1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
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Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

12 Unit 126.700.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  15 Unit 156.700.000,00  

  1.05.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4 Laporan 2.326.630.100,00       12   Bulan 2.359.802.000,00  

  1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

      
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

1 Laporan 25.500.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 25.500.000,00  

  1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

      

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

1 Laporan 171.802.100,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 171.802.000,00  

  1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

      

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Laporan 149.328.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 182.500.000,00  

  1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  

      
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

1 Laporan 1.980.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 1.980.000.000,00  

  1.05.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Unit Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

101 unit 1.179.810.000,00       101   unit 1.179.810.000,00  

  1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  

      

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

50 Unit 833.570.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  50 Unit 833.570.000,00  

  1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

      
Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

50 Unit 125.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  50 Unit 125.000.000,00  



5
1
 

 

 

  1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  

      
Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 221.240.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Unit 221.240.000,00  

2 1.05.03 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

PERSENTASE 
PENYELENGGARAAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

100% 5.478.400.000,00       100% 5.465.500.000,00  

  1.05.03.2.01 
Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 
kawasan  rawan bencana 
yang  mendapatkan 
Pelayanan  Informasi Rawan 
Bencana  Kabupaten/Kota 

5000 orang 256.700.000,00       1   dokumen 256.700.000,00  

  1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)  

      

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan bencana 
bencana Kabupaten/Kota 
yang memperoleh sosialisasi, 
komunikasi, informasi dan 
edukasi sesuai jenis ancaman 
bencana yang ada di kawasan 
tempat tinggalnya selama 1 
(satu) tahun 

5000 Orang 256.700.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  5000 Orang 256.700.000,00  

  1.05.03.2.02 
Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

Jumlah Dokumen pelayanan 
Pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

4 dokumen 1.561.000.000,00       4 Dokumen 1.378.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

      

Jumlah Kawasan  yang  
Ditingkatkan Kapasitasnya 
dalam Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

2 Kawasan 200.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Kawasan 250.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah    Personil    TRC    
yang    Dikembangkan 
Kapasitas Teknis dan 
Manajerialnya 

12 Orang 140.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  10 Orang 140.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0022 
Penyusunan Rencana 
Kontijensi 

                 

      
Jumlah   Dokumen   Rencana   
Kontinjensi   yang Dilegalisasi 

1 Dokumen 140.000.000,00 

Kota Dumai, 
Kecamatan, 
dan 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 140.000.000,00  
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  1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota  

      

Jumlah warga negara yang 
mengikuti gladi kesiapsiagaan 
untuk menguji efektivitas SOP 
dan keberfungsian sarana 
prasarana dalam 
pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana 
(per jenis ancaman) 
Kabupaten/Kota 

800 Orang 95.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  800 Orang 95.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana  

      

Jumlah dokumen Rencana 
Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana (RPKB) 
Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

1 Dokumen 96.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 76.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  

      
Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana Alam 

75 Keluarga 185.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  
100 

Keluarga 
160.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah kegiatan penyelesaian 
akar masalah risiko bencana 
(per jenis ancaman bencana 
prioritas) Kabupaten/Kota 
yang tertangani 

4 Kegiatan  160.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  3 Kegiatan 145.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0015 Penyedian Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  

      

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri bagi 
Individu Warga Negara, 
Keluarga, maupun Petugas 
sesuai dengan jenis ancaman 
bencana di kawasan tempat 
tinggalnya 

50 Unit 190.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  70 Unit 197.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah laporan layanan pusat 
pengendalian operasi 
(pusdalops) dengan Maklumat 
Pelayanan yang sah dan legal 
sesuai dengan jenis ancaman 
bencana yang ada di kawasan 
tempat tinggalnya 

2 laporan 99.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 laporan 90.000.000,00  

  1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  



5
3
 

 

 

  

    

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan bencana 
Kabupaten/Kota yang 
mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 
bencana 

18 Kawasan 256.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  7 Kawasan 85.000.000,00  

  1.05.03.2.03 
Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 

Jumlah Dokumen pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

5 dokumen 1.937.200.000,00       5 Dokumen 1.853.200.000,00  

  1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas  

      

Jumlah Laporan Koordinasi 
Respon Cepat Kejadian Luar 
Biasa Penyakit/Wabah 
Prioritas 

1 Laporan 68.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 39.000.000,00  

  1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling Lama 1x24 
Jam berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan Kaji Cepat 

1 Dokumen 165.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 
175.00

0.000,00 
 

  1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah Korban yang Berhasil 
Ditemukan, Ditolong, dan 
Dievakuasi Per Jenis Kejadian 
Bencana 

50 Orang 243.500.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  50 Orang 
198.50

0.000,00 
 

  1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota  

      
Jumlah dokumen rencana 
operasi yang sah/legal 

1 Dokumen 45.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 
45.000

.000,00 
 

  1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota  

      

Jumlah Aparatur SDM BPBD 
Kabupaten/Kota dan lintas 
perangkat daerah yang 
memiliki kemampuan 
penanganan keadaan darurat 
dalam aspek manajerial dan 
teknis 

20 Orang 250.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  20 Orang 250.000.000,00  

  1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah Korban Bencana yang 
Mendapatkan Distribusi 
Logistik Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

20 Orang 372.700.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
& Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  20 Orang 372.700.000,00  
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  1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit  

      

Jumlah dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 
Ditetapkan Paling Lama 1x24 
Jam berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan Investigasi 
KLB dan Epidemiologi 
Terpadu 

1 Dokumen 93.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 73.000.000,00  

  1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana  

      

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Aktivasi Sistem Komando 
Penanganan Darurat Bencana 
Kanupaten/Kota 

1 Laporan 700.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 700.000.000,00  

  1.05.03.2.04 
Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

Jumlah Dokumen penaatan 
sistem dasar penanggulangan 
bencana 

10 dokumen 1.723.500.000,00       
10 

Dokumen 
1.977.600.000,00  

  1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah Dokumen Regulasi 
Pendukung Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di 
Daerah 

1 Dokumen 85.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 85.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana  Kabupaten/ Kota   

      
Jumlah Dokumen Tata Kelola 
Kelembagaan Bencana 
Daerah 

1 Dokumen 120.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 120.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah  Dokumen  Kerja  
Sama  antar  Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

1 Dokumen 68.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 68.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi Kebencanaan  

      
Jumlah Data dan Informasi 
Kebencanaan yang tersedia 

1 Dokumen 250.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 250.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  

      
Jumlah  Laporan  Hasil  
Binwas  Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 

1 Laporan 71.500.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Laporan 87.600.000,00  
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  1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  

      
Jumlah SDM aparatur 
penanggulangan bencana 
yang memiliki kompetensi 

4 Orang 78.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  15 Orang 176.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota   

      

Jumlah Aparatur BPBD 
Kabupaten/Kota dan lintas 
perangkat daerah 
Kabupaten/Kota yang memiliki 
kemampuan teknis dalam 
menyusun dokumen 
Pengkajian Kebutuhan 
Pascabencana (JITUPASNA) 
dan Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P) 

26 Orang 285.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  26 Orang 285.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota  

      

Jumlah penyelesaian 
dokumen Rencana Aksi 
Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
Sub Urusan Bencana 
Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 

1 Dokumen 95.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Dokumen 165.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah penyelesaian kegiatan 
pascabencana di semua 
sektor sesuai berdasarkan 
Rencana Rehabilitasi dan 
Rekontruksi Pascabencana 
(R3P) Kabupaten/Kota yang 
dilegalkan 

2 Kegiatan 250.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  3 Kegiatan 340.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha  dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  

      

Jumlah keterlibatan kelompok 
masyarakat dan dunia usaha 
dalam penanganan 
pascabencana 
Kabupaten/Kota meliputi 
Lembaga non pemerintah 
antara lain : lembaga 
filantropi, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi 
sosial, organisasi keagamaan, 
organisasi relawan, perguruan 
tinggi, media massa  dunia 
usaha yg telah terdaftar &legal 

4 Lembaga 143.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  5 Lembaga 143.000.000,00  
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  1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota  

      
Jumlah data penduduk 
terpilah di daerah rawan 
bencana 

2 Laporan 108.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  2 Laporan 108.000.000,00  

  1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)/ Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota  

      

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana 
dan Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah dan 
legal paling lama dalam 1 
(satu) tahun 

2 Dokumen 170.000.000,00 

Kota Dumai, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(PAD) 

  1 Dokumen 150.000.000,00  

  J U M L A H       15.371.265.395,00         15.182.172.000,00  
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub 

kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya 

capaian Rencana Strategis Badan Penangguangan Bencana Daerah Kota Dumai 

untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah, dan prioritas Perangkat Daerah 

maupun pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana  urusan pemerintah daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai di tahun 2025 

merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 12 (dua belas) 

kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, dengan mempertimbangkan 

perkembangan permasalahan lingksungan yang dihadapi. Adapun kegiatan pada 

Renja Tahun 2025, yaitu : 

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 

1.3 Koordinasi  dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

1.5 Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2.3 Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisaasi anggaran 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

3.1 Penyusunan   Perencanaan   Kebutuhan   Barang Milik Daerah SKPD 

3.2 Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  Laporan  Barang Milik Daerah pada SKPD 

3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4. Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah 

4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 

4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5.1  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
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5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

5.6 Penyediaan Bahan/Material  

5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

6.2 Pengadaan Mebel 

6.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 

7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

 

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2.1 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 

2.2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 

2.3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

2.4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

3.1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis 

Prioritas  

3.2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 
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3.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

3.4 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 

3.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan 

darurat Kabupaten/Kota 

3.6 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

3.7 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 

3.8 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

4.1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

4.2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota  

4.3 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 

4.4 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan 

Pascabencana Kabupaten/Kota 

4.5 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas 

Kab/Kota 
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Tabel 7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai  

Tahun 2025 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Rencana Kerja (Renja) Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Dumai 

tahun 2025 ini dibuat sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan program 

kegiatan tahun 2025. Harapannya program dan kegiatan tersebut dapat 

berlangsung terarah dan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026, yang mengedepankan 

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam menciptakan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Paradigma baru dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memandang secara Holistik yaitu 

memandang semua fase dari bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan 

pascabencana, menjadi suatu kesatuan yang harus menjadi perhatian bersama 

dengan melibatkan unsur Fentahelix Sehingga dalam Prinsip Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana adalah merupakan  tanggung jawab bersama. 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai selain 

menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai 

sarana peningkatan kinerja dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal  

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang TrantibumLinmas Sub Urusan Bencana 

Kabupaten/kota. Pagu RKPD yang diberikan sejumlah 8.095.909.800, sementara 

berdasarkan analisa kebutuhan untuk tahun 2025 diperoleh bahwa dana yang 

dibutuhkan yaitu 15.182.172.100 yang akan digunakan untuk penyelenggaraan 

Program  penanggulangan bencana baik bencana kebakaran lahan dan hutan, 

banjir, kegagalan teknologi dan kebencanaan lainnya.  

Adanya keterbatasan anggaran pada renja tahun 2025 jika dibandingkan 

dengan pagu pendanaan yang tertuang pada Perubahan RENSTRA Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai khususnya pada Program 

Penanggulangan Bencana tentunya akan mempengaruhi besaran target sasaran 

yang tertuang didalam RENSTRA. Hal ini menjadi alasan yang mendasari adanya 

usulan penambahan pagu pendanaan dalam Program Penanggulangan Bencana. 

Usulan penambahan pendanaan bersumber dari Dana Bagi hasil Dana Reboisasi 

(DBH DR), atau penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).  

 

Dumai,  15 Februari  2024  
     Kepala Pelaksana, 

 
 
 
 

        IRAWAN SUKMA, AP, M.Si 

                        NIP.19750816 199603 1 00 
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